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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGKA BARAT

Nomor : 188.4/15 /DPMNAKERTRANS /2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) ULUL MAUZA
KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPALA DINAS,

bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pendirian dan Izin
Operasional TPA (Tempat Penitipan Anak) Ulul Mauza Nomor :

01 /TPA.UM/MTK/2022 dan lampiran lainnya beserta hasil

visitasi tim bidang PAUD-Dikmas pada tanggal 30 Juni 2022;
as Pendidikan, Kepemudaan
Nomor

2022 Perihal

s Menimbang : a.

bahwa berdasarkan Surat Din

dan Olahraga Kabupaten
421.9/687/DISDIKPORA/2022 Tanggal 7 Juli

Rekomendasi Pembuatan Izin Lembaga PAUD;
an belum optimalnya pengimplementasian

Bangka Barat

bahwa berdasark
corona

Undang-Undang
sehingga pelayanan

Cipta Kerja dan mewabahnya virus
perizinan tidak bisa berjalan secara

¥ , optimal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huru menetapkan
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib

Belajar (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4863); .
tah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

enggaraan Pendidikan (Lembaran

ahun 2010 Nomor 23, Tambahan
5105),
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7. Peratur
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un 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usiza
Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
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11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia

Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

1668);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun
Daerah

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten

Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
16 tentang Pembentukan Susunan

paten Bangka Barat (Lembaran
Barat Tahun 2020 Nomor 2 Sen

Barat Nomor 6 Tahun 20
Perangkat Daerah Kabu
' Daerah Kabupaten Bangka
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13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73 Tahun 2020
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MEM
Mcnetapkan UTUSKAN,
zin Q :
Ke Perasional Tempat Penitipan
: Camatan Muntok Kaby t pan Anak (TPA) Ulul Mauza
KEDUA - paten Bangka Barat
Zin- Operasi
lonal sebagai |
st gaimana dimaksud Di
tberikan kepada ; iktum KESATU
Nama L
: embaga : TPA Ulul Mauza
rogram e '
o gt : Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
n
o uk Layanan : Tempat Penitipan Anak
ap Perizinan : 5 (Lima) Tahun
Alam
at : J1, Raya Pangkalpinang Dsn.III
RT.10 RW.03 Desa Air Belo
Kec. Muntok Kab. Bangka Barat
Ketua : SUPRIYATIN
/ IGA . Pembe-ian izin pada diktum KEDUA berlaku terhitung mulai
tanggal 11 Juli 2022 sd 10 Juli 2027 dan dapat
diperpanjang ~ dengan melengkapi  persyaratan yang
ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
izin ini berakhir.
- KEEMPAT . Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai

berikut :
i 1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
rkulum dan peraturan

(PAUD) sesuai dengan ku

g berlaku sehingga dapat memenuhi

perundangan yan

fungsi sosialnya kepada masyarakat;

9. Melakukan Sinkronisasi Secara Online Data Pokok
lalui Aplikasi Dapodikpaud

Pendidikan Anak Usia Dini me
tau saat terjadi

setiap 1 (satu) bulan sekali dan @&

perubahan data pada lembaga;

elenggaraan pendidikan melar_mggar

3. Apabila ternyata peny
Kkan maka izin penyelen

/ kétcntuan yang ditetap
akan dicabut Kembali.

ggaraannya
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Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

‘ di . Muntok
Ditetapkan 11 Juli 2022
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